[ SALINAN ]

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan masih belum teralokasinya
pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana
Insentif Daerah (DID) dalam Perda APBD murni
maupun pada perubahan Penjabaran APBD tahun
anggaran 2018, maka perlu melakukan perubahan
kembali atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2018;

b. bahwa perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah ini dilakukan dengan mengacu kepada
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan @ Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272 );

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874 );

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
537), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/
2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1081);

Perbup Kab.HSU Tahun 2017 Nomor 1
Perubahan atas Penjabaran APBD TA. 2017
Hlm 4 dari 7



5

28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8 );

29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 14 );

30. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara Tahun 2011 Nomor 42 ), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terkahir dengan Peraturan Bupati
Hulu Sungai Utara Nomor 44 Tahun 2014 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Hulu Sungai
Utara Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam lingkup
Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara Tahun 2014 Nomor 44);

31. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 51 Tahun
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 52 )
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Hulu Sungai Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2018 Nomor 49 );

Memperhatikan : Surat Kepala BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Nomor: 900/328/BPKAD/2018, Tanggal 22 Juni 2018,
Perihal: Mohon dibuatkan Perbup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 51), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 49 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 51 Tahun
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2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018
Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, selengkapnya Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 1

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 104.000.000.000,00
b. Dana Perimbangan Rp. 777.987.035.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah  Rp. 240.564.937.643,00
Jumlah Pendapatan Rp. 1.122.551.972.643,00
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja pegawai Rp. 487.379.069.887,00
2) Belanja hibah Rp. 6.709.100.000,00
3) Belanja bantuan sosial Rp. 5.205.750.000,00
4) Belanja bagi hasil kepada
Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes Rp. 1.581.234.000,00
5) Belanja bantuan keuangan kepada
Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes Rp. 215.868.954.995,00
6) Belanja tidak terduga Rp. 3.000.000.000,00
Jumlah Rp. 719.744.108.882,00
b. Belanja Langsung
1) Belanja pegawai Rp. 38.340.322.500,00
2) Belanja belanja barang dan jasa Rp. 259.875.115.811,00
3) Belanja modal Rp. 200.773.535.700,00
Jumlah Rp. 498.988.974.011.,00
Jumlah Belanja Rp. 1.218.733.082.893,00
Defisit ( Rp. 96.181.110.250,00 )
3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp. 96.181.110.250,00
b. Pengeluaran Rp. 0,00
Pembiayaan Netto Rp. 96.181.110.250,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.00,00 ”

2. Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan Lampiran II
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diubah dengan SKPD yang
mengalami perubahan sebagai berikut:

Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan;

Dinas Pendidikan; dan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD).

HLON=

3. Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2),
sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
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“Pasal 5

(1) Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan
kerja perangkat daerah dengan mempedomani ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pengadaan barang
dan jasa, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib
mematuhi dan mempedomani peraturan pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa yang berlaku.”

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 12 Juli 2018

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP / TTD
ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 12 Juli 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD
SUYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2018 NOMOR 64.

T NIP. 19660170 198602 1003
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